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PENYELESAIAN UTANG PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN
PAILIT YANG OBJEK JAMINANNYA MILIK PIHAK KETIGA
MAHYANI
Abstract
Insolvent debtors debt settlement guarantee that the object belongs to a third party
under debts caused its own problems, especially if the debtor is a legal entity in the
form of a limited liability company (PT), because the PT has a position independent
and have separate responsibilities of the organs of the company. The use of collateral
objects belonging to the company organs raises PT overlapping responsibilities with
each organ of the company. The process of debt settlement to bankruptcy if the debtor
objects belonging to a third party guarantee is essentially the same as debt settlement
bankruptcy debtors. The constraints in the debt settlement bankruptcy debtor objects
guarantee that third party, is the resistance of any appeal rights grantor guarantees
to the above objections forced letter, the land has been leased before the collateral,
the collateral is the property gono-gini, or an auction price is too low, difficult to find
buyers and enthusiasts auction buyers auction bit.
Keywords : Paying off Debt, Collateral Owned by the Third Party.
I. Pendahuluan
Lembaga kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang debitor menggunakan
lembaga kepailitan ini sesuai pendapat Rudhy A. Lontoh yang dikutip oleh J.
Djohansah, “Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang
mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh
Pengadilan, dan selanjutnya seluruh harta debitor tersebut dibagikan kepada para
kreditor.”1
Lembaga kepailitan merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimanakah
hukum harus bertindak manakala seorang debitor tidak dapat membayar utang-
utangnya dan bagaimana pertanggung-jawaban debitor tersebut dalam hubungannya
dengan harta kekayaan yang masih ada atau akan dimilikinya.
Dalam sistem kepailitan yang berlaku di Indonesia, tidak membedakan secara
substantif antara kepailitan atas subjek hukum orang (natuurlijke persoon) dengan
1 J. Djohansah, Pengadilan Niaga Di Dalam Penyelesaian Utang Melalui Pailit, (Bandung:
Alumni, 2001), hlm.23.
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kepailitan atas subjek hukum badan hukum (rechtspersoon).2 Hal tersebut sangat
disayangkan mengingat penyelesaian kepailitan bagi suatu pihak partikulir, yang
mempunyai pekerjaan tetap atau tunjangan yang nilainya tidak lebih besar dari
perlengkapan rumah tangga, akan sangat berbeda dengan penyelesaian kepailitan bagi
perusahaan besar yang dijalankan secara seragam dan dalam struktur kelompok
yuridis dimana kepentingan-kepentingan finansialnya lebih besar dan problem-
problemnya seringkali lebih rumit.3 Di samping dalam praktik, kepailitan lebih
banyak menimpa perseroan terbatas, terdapat juga implikasi yuridis atas kepailitan
perseroan terbatas yang berbeda dengan kepailitan orang-manusia kendatipun rezim
hukum yang berlaku sama.4
Pemilihan badan hukum perseroan terbatas (PT) oleh para pelaku bisnis untuk
menjalankan roda bisnisnya antara lain karena karakteristik pertanggung-jawaban
terbatas dari PT, manakala dilakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT,
maka dipandang sebagai perbuatan PT itu sendiri, bukan sebagai perbuatan orang-
orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan, sebagai konsekuensinya
segala akibat dan utang yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT
itu sendiri, yaitu dengan harta kekayaan PT yang bersangkutan, bukan dari harta
kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan, sekalipun yang melakukan perbuatan
adalah pemegang saham PT.5
Dalam menjalankan usahanya, suatu PT tidak akan terlepas dari utang-
piutang, kecenderungan yang ada menunjukkan proporsi perusahaan yang
mempergunakan pinjaman dari pihak ketiga atau modal dari luar perusahaan semakin
besar. Salah satu motif utama suatu badan usaha memakai modal dari pihak ketiga
adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, sedang bagi
pihak kreditor atau pemberi pinjaman salah satu motif utamanya adalah keinginan
2 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik diPeradilan, (Jakarta:
Kencana, 2008), hlm.12.
3 Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Edisi 2, (Jakarta:
PT. Sofmedia, 2010), hlm. 6
4 Ibid., hlm.14.
5 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1996), hlm.50.
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untuk memperoleh balas jasa atas pemberian pinjaman tersebut, misalnya berupa
bunga.6
Modal dari pihak ketiga ini salah satunya adalah berasal dari lembaga
perbankan, penjanjian pinjam meminjam ini akan dituangkan dalam perjanjian kredit
yang diikuti dengan pengikatan jaminan kredit. Sebagaimana lazimnya suatu
perjanjian, setidak-tidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum
itu, yaitu kreditor dan debitor. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban,
yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat, atau oleh
Undang-Undang disebut dengan istilah “Onderwerp object”.7
Penggunaan objek jaminan milik pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan
usaha yang melibatkan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas
menimbulkan permasalahan tersendiri terkait dengan kedudukan mandiri dan
tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh perseroan terbatas dimana harta kekayaan
perseroan terbatas telah dipisahkan dari harta kekayaan para pendirinya, sehingga
dengan demikian segala tindakan organ perseroan terbatas selama tetap berpedoman
pada anggaran dasar dan rumah tangga perseroan merupakan tanggung jawab
perseroan terbatas itu sendiri bukan merupakan tanggung jawab direksi maupun
komisaris perseroan, oleh karena itu penggunaan objek jaminan milik direktur
maupun komisaris guna menjamin utang perseroan menimbulkan akibat tumpang-
tindihnya tanggung jawab perseroan dengan masing-masing organ perseroan.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi latar belakang penggunaan objek jaminan milik pihak ketiga
sebagai jaminan utang debitor?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dari perseroan terbatas pailit apabila
objek jaminannya milik pihak ketiga?
3. Bagaimana kendala-kendala dalam penyelesaian utang perseroan terbatas pailit
yang objek jaminannya milik pihak ketiga?
6 Rudhi A. Lontoh, ed., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran utang, (Bandung: Alumni, 2001), hlm.203-204.
7 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia Edisi Revisi,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm.21.
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Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah :
1. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan objek jaminan milik pihak ketiga
sebagai jaminan utang debitor.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dari perseroan terbatas pailit
pailit apabila objek jaminannya milik pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian utang perseroan terbatas
pailit yang objek jaminannya milik pihak ketiga.
II. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:8
1. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini berupa peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan perkara kepailitan dan objek jaminan berupa
tanah.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-
hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1990), hlm.53.
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A. Penggunaan Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Utang
Debitor
Sejak awal, baik peminjam maupun yang meminjamkan telah menyadari
sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka lakukan tersebut mengandung resiko.
Bahkan, besarnya resiko yang mungkin timbul menjadi pertimbangan utama dalam
penentuan besarnya balas jasa bagi suatu pinjaman. lazimnya, semakin besar resiko
kerugian yang mungkin terjadi semakin besar tingkat balas jasa atas suatu pinjaman.
Agar dapat mengkalkulasi resiko, biasanya pihak peminjam mengkaji kinerja dari
perusahaan pada saat sebelum sampai dengan sesudah dicairkannya pinjaman. Oleh
karena itu, para kreditor tidak menjadikan besarnya colateral sebagai satu-satunya
bahan pertimbangan sebelum memberi pinjaman, tetapi justru prospek perkembangan
perusahaan yang bersangkutan. Dalam praktek bisnis, pertimbangan yang didasarkan
atas prospek suatu perusahaan semakin menonjol dan ini terbukti dengan semakin
banyaknya perusahaan yang beroperasi dewasa ini mempunyai modal pinjaman yang
jauh lebih besar dari jumlah modalnya sendiri.9
Dari sifat dan karakteristik kemandirian serta tanggung jawab terbatas dari PT
menyebabkan banyak pelaku usaha yang memilih bentuk usaha PT dengan tujuan
sekedar demi mengambil manfaat atas karakteristik PT tersebut. Konsekuensi dari
bermunculannya badan usaha PT yang sebenarnya merupakan usaha perseorangan
ini, menimbulkan banyaknya harta pribadi dari pemegang saham yang dianggap
sebagai asset dari PT, tanpa adanya upaya formal untuk menegaskan status dari harta
kekayaan yang dimasukkan sebagai asset PT tersebut, misalnya apabila asset tersebut
berupa hak atas tanah yaitu dengan cara membalik namakannya ke atas nama PT,
karena dianggap bahwa asset pemegang saham juga adalah asset PT. Selain itu
karena apabila asset tersebut berbentuk hak atas tanah dengan Hak Milik kemudian
akan dibalik nama ke atas nama PT akan menimbulkan konsekuensi penurunan status
hak atas tanah tersebut, karena badan hukum berbentuk PT tidak dapat memiliki Hak
Milik namun dapat memiliki hak atan tanah dengan Hak Guna Bangunan atau Hak
Guna Usaha (Pasal 30 jo. Pasal 36 UUPA), dimana penurunan hak tersebut terkait
9 Rudhi A. Lontoh,(ed.), Op.cit., hlm.203-204.
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dengan jangka waktu berlakunya, seperti penurunan Hak Milik (tanpa jangka waktu)
menjadi Hak Guna Bangunan (jangka waktunya maksimal 30 tahun) atau Hak Guna
Usaha (jangka waktunya maksimal 35 tahun).
B. Penyelesaian Kredit Bermasalah dari Perseroan Terbatas Pailit yang Objek
Jaminannya Milik Pihak Ketiga
Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan
semua tindakan hukum berkenaan dengan harta kekayaannya harus dihormati.
Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor
menurut peraturan perundang-undangan.10
Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang
terbuka untuk umum terhadap debitor berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk
melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (persona standy in
judicio) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan
menguasai boedel-nya.11 Si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila
dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta (boedel) si pailit,
sebaliknya apabila dengan perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan
boedel, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.
Secara umum orang memberikan jaminan atas utangnya dengan menggunakan
tanah miliknya sendiri, namun dalam praktek kadangkala pihak ketiga menjaminkan
tanahnya untuk jaminan utang debitor. Jika pihak ketiga menyerahkan barangnya
untuk dipergunakan sebagai jaminan utang oleh debitor kepada kreditor, maka
walaupun dalam hal ini pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada kreditor, akan
tetapi ia bertanggung jawab atas utang debitor dengan barang yang dipakai sebagai
jaminan.12 Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak
disebutkan objek Hak Tanggungan tersebut dimiliki oleh siapa, sehingga dengan
10 Imran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan
Harta Pailit, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.39.
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 24 ayat (1)
12 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Jakarta: Putra A. Bardin, 1999), hlm.7.
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demikian penggunaan objek jaminan milik pihak ketiga dalam lembaga Hak
Tanggungan adalah diperbolehkan.
Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar
dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor
tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang
tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk
membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka
langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya
(voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan,
atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian
ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar
utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (involuntary petition for
bankruptcy).13
Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang
terbuka untuk umum terhadap debitor berakibat bahwa ia kehilangan hak untuk
melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (persona standy in
judicio) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan
menguasai boedel-nya.14
Kurator berdasarkan putusan pailit diberikan tugas sesuai dengan kewenangan
dalam pengurusan dan atau pemberesan harta debitor pailit. Tahapan pada
pengurusan harta pailit, antara lain mendaftar harta kekayaan (boedel) pailit debitor,
mengumumkan ikhtisar putusan Pengadilan Niaga dalam berita negara dan surat
kabar yang berskala nasional, memanggil para kreditor untuk mendaftarkan tagihan,
pencocokan piutang yang selanjutnya akan dibentuk daftar kreditor tetap, dan
mengupayakan perdamaian. Setelah tindakan pengurusan boedel pailit, selanjutnya
kurator akan melakukan pemberesan harta pailit. Bahwa pemberesan (insolvency) ini
terjadi demi hukum apabila tidak terjadi perdamaian dan harta debitor pailit berada
13 Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum,
2005), hlm.55-56.
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 24 ayat (1)
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dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.
Konsekuensi hukum dengan terjadinya pemberesan harta perseroan pailit tersebut,
adalah tindakan penjualan harta pailit dan hasilnya dibagi untuk membayar utang
perseroan kepada para kreditornya, kecuali ada pertimbangan bisnis yang
menyebabkan penundaan sita umum dan penundaan pembagian yang akan lebih
menguntungkan.
Tahapan penjualan harta debitor pailit ini dapat dilakukan dengan dilakukan
sita umum di muka umum yaitu dengan prosedur lelang, dapat pula penjualan harta
debitor pailit dengan dibawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas.
Selanjutnya kurator akan memberikan pertanggungan-jawabannya pada
debitor pailit dan hakim pengawas bahwa pelaksanaan sita umum telah dilaksanakan
dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Kepailitan.
Dalam hal setelah pembagian hasil eksekusi harta pailit, maka tidak serta
merta keadaan atau posisi hukum debitor bebas dari segala tuntutan. Apabila ternyata
masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui
maka atas perintah pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan
daftar pembagian yang terdahulu. Selanjutnya kreditor memperoleh kembali hak
eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.
C. Kendala-Kendala dalam Penyelesaian Utang Perseroan Terbatas Pailit
yang Objek Jaminannya Milik Pihak Ketiga
Kendala-kendala dalam penyelesaian utang debitor pailit yang objek
jaminannya milik pihak ketiga adalah :
1. Adanya gugatan perlawanan dari pemberi hak jaminan dengan alasan keberatan
atas surat paksa, tanahnya telah disewakan sebelum dijaminkan, barang jaminan
merupakan harta gono-gini, atau harga lelang terlalu rendah, sulit mencari
pembeli lelang dan peminat pembeli lelang sedikit.15 Dalam prakteknya seringkali
ketika pihak bank akan mengeksekusi objek jaminan Hak Tanggungan, terutama
pada objek Hak Tanggungan yang terdapat bangunan di atasnya, mendapat
15 M. Khoidin, Problema Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan, (Yogyakarta: LaksBang
Pressindo, 2005), hlm.29.
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perlawanan dari pihak yang menempati bangunan yang berdiri di atas objek Hak
Tanggungan yang ujung-ujungnya meminta biaya ganti rugi pengosongan rumah.
2. Terbatasnya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit, begitu
kurator menerima putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga dalam waktu
yang relatif pendek harus mempersiapkan dana untuk pengumuman ikhtisar
putusan pernyataan pailit dan batas akhir pengajuan tagihan kreditor/
penyelenggaraan rapat pencocokan piutang. Pengumuman sebagaimana diatur
dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 114 tersebut memerlukan dana lebih dari
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam anggaran rutin kurator tidak
tersedia anggarannya. Undang-Undang Kepailitan sebenarnya sudah
mengantisipasi kemungkinan adanya kesulitan/hambatan bagi kurator dalam
pembiayaan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit
dengan adanya Pasal 107 ayat (1) tersebut di atas. Pelaksanaan di lapangan
menjual harta pailit memerlukan waktu karena dituntut menjual dengan harga
maksimal agar tidak merugikan harta pailit, selain itu harus ada izin Hakim
Pengawas yang berarti untuk mendapatkan izin tersebut juga memerlukan waktu
sedangkan dana tersebut harus segera dipenuhi.
3. Itikad tidak baik dari debitor antara lain debitor pailit tidak koorperatif dalam
memberikan data-data assetnya, debitor pailit tidak hadir dalam rapat pencocokan
piutang, debitor pailit menyembunyikan/menjual assetnya sebelum putusan
pernyataan pailit. Debitor pailit yang tidak kooperatif berarti menghambat proses
penyelesaian kepailitan, sehingga kurator dapat mengambil tindakan tegas untuk
menghadapi debitor yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum
Pasal 93 ayat (1) yaitu minta kepada Pengadilan Niaga untuk menahan debitor
Pailit. Cara mengatasi kendala terhadap debitor pailit yang menjual/
menyembunyikan assetnya sebelum dinyatakan pailit, tindakan kurator adalah
dengan melakukan gugatan untuk membatalkan penjualan, sedangkan terhadap
harta yang disembunyikan maka pihak kurator akan melaporkannya kepada pihak
Kepolisian. Perbuatan hukum debitor pailit yang menjual assetnya 1 (satu) tahun
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sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-
Undang Kepailitan.
IV. Kesimpulan Dan Saran
A. Kesimpulan
1. Latar belakang penggunaan jaminan milik pihak ketiga sebagai jaminan utang
debitor berbentuk perseroan terbatas disebabkan banyaknya harta pribadi dari
pemegang saham yang dianggap sebagai asset dari PT, tanpa adanya upaya
formal untuk membalik namakannya ke atas nama PT, karena dianggap bahwa
asset PT adalah juga asset pemegang saham. Latar belakang lainnya adalah
apabila asset tersebut berbentuk hak atas tanah dengan Hak Milik kemudian
akan dibalik nama ke atas nama PT akan menimbulkan konsekuensi penurunan
status hak atas tanah tersebut, dimana penurunan hak tersebut para pihak lebih
memiliki keterbatasan dalam hal jangka waktu dan nilai ekonomisnya.
2. Proses penyelesaian utang debitor pailit apabila objek jaminannya milik pihak
ketiga pada dasarnya sama dengan penyelesaian utang debitor pailit yang
objeknya milik debitor sendiri yaitu setelah tindakan pengurusan boedel pailit,
selanjutnya kurator akan melakukan pemberesan harta pailit. kurator akan
menjual harta kekayaan debitor pailit dengan cara penjualan di muka umum
dengan prosedur lelang atau dengan penjualan di bawah tangan dengan
persetujuan hakim pengawas.
3. Kendala-kendala dalam penyelesaian utang debitor pailit yang objek jaminannya
milik pihak ketiga, adalah adanya gugatan perlawanan dari pemberi hak jaminan
dengan alasan keberatan atas surat paksa, tanahnya telah disewakan sebelum
dijaminkan, barang jaminan merupakan harta gono-gini, atau harga lelang terlalu
rendah, sulit mencari pembeli lelang dan peminat pembeli lelang sedikit.
Kendala lainnya adalah terbatasnya dana untuk biaya pengurusan dan
pemberesan harta pailit, itikad tidak baik dari debitor antara lain debitor pailit
tidak koorperatif dalam memberikan data-data assetnya, debitor pailit tidak hadir
dalam rapat pencocokan piutang, debitor pailit menyembunyikan/menjual
assetnya sebelum putusan pernyataan pailit.
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B. Saran
1. Untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari, pihak kreditor sebaiknya
lebih berhati-hati dalam menganalisa dan menetapkan jaminan milik pihak
ketiga sebagai jaminan utang debitor yang berbentuk perseroan terbatas
mengingat sifat mandiri dan tanggung jawab terbatas serta ketentuan mengenai
permodalan dan saham, sehingga jangan sampai ketika kredit yang disalurkan
mengalami kemacetan (kredit macet) pihak kreditor akan mengalami kesulitan
dalam mengeksekusi atau menjual lelang barang yang dijadikan jaminan utang
tersebut.
2. Harus dibuat suatu ketentuan khusus sebagai ketentuan pelaksana yang
mengatur mengenai tata cara penjualan/ sita umum barang jaminan milik pihak
ketiga dalam kepailitan perseroan terbatas, karena pemasukan barang jaminan
milik pihak ketiga dalam kepailitan perseroan terbatas selama ini hanya
mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, oleh karena itu banyak terjadi
kontradiksi/ pertentangan antara konsep hukum jaminan dengan konsep
kepailitan perseroan terbatas.
3. Untuk menghindari semakin banyaknya permasalahan kredit macet atau non-
performing loan pada bank, maka dalam pemberian kredit, pada proses analisis
kredit harus benar-benar dilakukan oleh seorang analisis kredit yang memiliki
kemampuan untuk memperhatikan dan menerapkan instrumen analisis kredit
yang dikenal dengan prinsip 5 C’s, yaitu meliputi faktor Character
(kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan)
dan Condition of Economy (kondisi ekonomi) dari debitor yang bersangkutan.
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